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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak
besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam
bidang ekonomi dan perdagangan. Aktivitas jual beli yang dahulu hanya
dilakukan secara langsung (konvensional), kini telah bergeser ke arah digital
melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp,
dan TikTok. Fenomena ini dikenal sebagai social commerce atau perdagangan
sosial, yakni aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online
melalui media sosial. Perubahan pola transaksi ini tentu melahirkan persoalan-
persoalan hukum baru, khususnya dalam konteks hukum Islam atau fiqih
muamalah.

Figih muamalah sebagai cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan
antar manusia dalam urusan duniawi, termasuk dalam bidang ekonomi, harus
mampu memberikan solusi dan panduan terhadap dinamika tersebut. Para ulama
klasik banyak membahas transaksi jual beli berdasarkan realitas zamannya,
namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad kontemporer dalam
menghadapi fenomena modern seperti jual beli melalui media sosial. Oleh karena
itu, penting dilakukan kajian mendalam untuk menelaah keabsahan jual beli
tersebut dalam perspektif figih.
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Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan yang
kuat terkait prinsip-prinsip muamalah, termasuk jual beli. Salah satu ayat yang
menjadi dasar legitimasi transaksi jual beli adalah firman Allah dalam QS. Al-
Bagarah: 275:

n sl a%a s el s gals

artinmya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS.
Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli adalah aktivitas ekonomi yang
diperbolehkan secara syariat, selama dilakukan dengan memenuhi rukun dan
syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks jual beli melalui media sosial, ayat
ini relevan untuk menjadi dasar analisis terhadap keabsahan hukum transaksi
online yang semakin masif dilakukan masyarakat Muslim. Namun, bentuk dan
mekanisme jual beli tersebut perlu dianalisis lebih lanjut agar sesuai dengan
kaidah figih.

Dalam jual beli melalui media sosial, terdapat beberapa perbedaan mendasar
dengan transaksi konvensional, antara lain dalam hal akad, kejelasan barang,
kepemilikan, dan sistem pembayaran. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah
transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut figih
muamalah? Apakah kejelasan ijab-qabul masih berlaku dalam bentuk tulisan atau
emoji? Bagaimana jika terjadi penipuan atau ketidakjelasan spesifikasi barang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar penting dalam kajian hukum Islam
kontemporer.

Di sisi lain, kemudahan dan fleksibilitas jual beli melalui media sosial
memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan
kecil. Tanpa harus menyewa toko fisik, mereka bisa memasarkan produknya ke
khalayak luas. Dari sudut pandang maqashid syariah, transaksi semacam ini dapat
dikategorikan sebagai bagian dari pemeliharaan harta (hifzh al-mal) dan
memberikan kemaslahatan bagi umat, asalkan dilakukan sesuai prinsip keadilan
dan keterbukaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Fitriani (2020)
dalam Jurnal Al-Amwal menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer
membolehkan jual beli online dengan syarat terpenuhinya unsur transparansi,
kejujuran, dan kejelasan akad. Sementara itu, Nurhaliza (2022) dalam Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa jual beli melalui media sosial
membutuhkan kehati-hatian ekstra karena potensi penyalahgunaan informasi dan
manipulasi harga sangat tinggi. Kedua penelitian tersebut menggarisbawahi
pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan
aspek praktis atau perlindungan hukum konsumen, artikel ini mencoba menelaah
konsep hukum jual beli media sosial secara normatif figh, dengan penekanan pada
rukun dan syarat sah jual beli menurut madzhab-madzhab fiqih. Dengan
demikian, novelty atau kebaruan dari kajian ini terletak pada upaya
mengintegrasikan prinsip fiqih klasik dengan praktik perdagangan modern
berbasis media sosial.
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Urgensi kajian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga
pada kebutuhan masyarakat Muslim untuk mendapatkan pedoman dalam
bermuamalah secara syar’i. Dalam praktiknya, tidak sedikit terjadi perselisihan
akibat jual beli online, seperti pengembalian barang, penipuan, atau
ketidaksesuaian barang. Oleh karena itu, pendekatan figih muamalah dibutuhkan
untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hukum jual beli melalui media sosial menurut figih muamalah dengan mengacu
pada literatur klasik dan pandangan ulama kontemporer. Fokus utamanya adalah
bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam dapat diaplikasikan secara relevan dalam
transaksi digital, khususnya yang berbasis media sosial, demi menciptakan
transaksi yang adil, transparan, dan bermaslahat.

METHODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yakni metode
yang bertumpu pada kajian pustaka atau studi literatur terhadap sumber-sumber
hukum Islam klasik dan kontemporer. Pendekatan ini digunakan karena
permasalahan yang dikaji bersifat normatif-konseptual, yakni mengenai hukum
jual beli melalui media sosial dalam perspektif figih muamalah. Pendekatan
normatif cocok digunakan untuk menelaah teks-teks keagamaan, seperti ayat Al-
Qur’an, hadis Nabi, serta pendapat para ulama fiqih dari berbagai mazhab, baik
klasik maupun modern (Soekanto & Mamudji, 2001).

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library
research). Penulis menelaah berbagai sumber hukum primer seperti Al-Qur’an,
hadis, serta kitab-kitab fiqgih muamalah klasik seperti A/-Umm karya Imam
Syafi’i, AI-Mughni karya Ibn Qudamah, dan Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd.
Selain itu, penulis juga mengkaji pendapat para ulama kontemporer dan fatwa-
fatwa lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk juga
jurnal-jurnal ilmiah terkini yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu
mengumpulkan data dari sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Data
primer dalam penelitian ini adalah dalil-dalil syar’i dan pendapat para ulama fiqih,
sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, artikel akademik, serta buku-
buku referensi yang membahas jual beli digital dan transaksi ekonomi syariah.
Dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan
relevansi data (Moleong, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan
komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk
transaksi jual beli melalui media sosial serta pendapat para ulama terkait hukum
dan syarat-syarat jual beli dalam Islam. Selanjutnya, analisis komparatif
digunakan untuk membandingkan pendapat dari berbagai madzhab figih serta
pandangan ulama kontemporer mengenai transaksi jual beli modern, khususnya
yang berbasis media sosial. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman
hukum yang lebih integratif dan kontekstual.

Validitas data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi sumber,
yaitu dengan membandingkan pendapat ulama dari berbagai literatur klasik
dengan literatur kontemporer. Selain itu, interpretasi terhadap dalil-dalil syar’i
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juga dilakukan dengan mempertimbangkan konteks magashid syariah agar hasil
analisis tidak bersifat tekstual semata, tetapi juga membawa kemaslahatan
(Zarkasyi, 2013). Pendekatan maqgashid menjadi penting agar hukum jual beli
tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat secara sosial.

Penelitian ini tidak menggunakan instrumen survei atau wawancara karena
fokus kajiannya adalah pada pemikiran dan doktrin hukum, bukan persepsi
masyarakat atau pelaku pasar. Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian ini
bukan individu atau kelompok, melainkan teks-teks hukum Islam dan regulasi
keagamaan yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Adapun kerangka analisis dalam penelitian ini disusun berdasarkan prinsip-
prinsip fiqgih muamalah seperti rukun dan syarat jual beli, akad (ijab-qabul),
kepastian barang dan harga (ta’ayyun dan taqdir), serta prinsip keadilan dan
kejujuran dalam muamalah. Seluruh aspek tersebut digunakan untuk menilai
kesesuaian praktik jual beli melalui media sosial dengan hukum Islam.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan
hukum yang tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga responsif terhadap
fenomena sosial dan perkembangan teknologi digital. Pendekatan ini sejalan
dengan karakteristik figih sebagai sistem hukum yang fleksibel dan mampu
menjawab kebutuhan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil

Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap sumber-sumber hukum Islam
klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa jual beli melalui media sosial
merupakan bentuk baru dari transaksi muamalah yang hukumnya dapat ditetapkan
dengan pendekatan ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip umum fiqih.( Nasution, M.
I., & Fahruddin, A. 2022) Dalam literatur klasik, para ulama telah menetapkan
sejumlah rukun dan syarat sah jual beli, yaitu: penjual dan pembeli (al-‘aqidain),
barang yang diperjualbelikan (al-ma’qud ‘alayh), harga (tsaman), dan akad atau
ijab gabul(Sari, R., & Mahmud, F. 2021).. Dalam konteks fiqih muamalah,
keempat unsur ini menjadi dasar penentuan keabsahan transaksi.

Dalam jual beli melalui media sosial, keberadaan pelaku transaksi (penjual
dan pembeli) tetap terpenuhi, meskipun proses komunikasi dilakukan secara
daring (online). Sebagian ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili
menyatakan bahwa ijab gabul tidak harus dilakukan secara lisan, tetapi bisa dalam
bentuk tulisan atau tindakan yang dipahami sebagai bentuk kesepakatan, termasuk
melalui pesan singkat, chat, atau notifikasi digital(Al-Qaradawi, Y. 1997). Hal ini
sejalan dengan prinsip urf atau kebiasaan yang diterima masyarakat, yang dalam
figih bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash (Wahbah
Zuhaili, 2011).

Mengenai objek jual beli, syarat kejelasan barang tetap berlaku sebagaimana
dalam figih klasik. Dalam praktik media sosial, barang biasanya ditampilkan
dalam bentuk foto, video, atau deskripsi produk. Kejelasan spesifikasi ini
dianggap cukup memenuhi syarat ma’lum (diketahui), sebagaimana ditegaskan
oleh Imam Nawawi bahwa barang yang dijual harus diketahui secara jelas oleh
kedua belah pihak untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) (An-Nawawi, Al-
Majmu’). Namun, jika informasi produk tidak akurat atau manipulatif, maka
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transaksi dapat dianggap tidak sah atau bahkan batil, karena mengandung unsur
penipuan (tadlis).( Hidayat, R., & Syahputra, A. 2021)

Dalam hal harga, transaksi di media sosial memungkinkan negosiasi
dilakukan secara fleksibel melalui pesan langsung. Penetapan harga yang jelas
dan disepakati kedua belah pihak tetap menjadi syarat penting dalam figih
muamalah(Fauzi, M. 2022).. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Malik dan
Imam Ahmad bin Hanbal yang menegaskan pentingnya fa’ayyun al-tsaman
(penetapan harga yang pasti) dalam setiap transaksi agar terhindar dari
perselisihan di kemudian hari (Ibn Qudamah, A/-Mughni).

Adapun terkait akad, mayoritas ulama membolehkan akad jual beli melalui
tulisan atau isyarat yang dipahami secara umum, terlebih dalam kondisi darurat
atau kemajuan teknologi. Hal ini sejalan dengan pandangan kontemporer bahwa
akad digital dapat dianggap sah selama memenuhi unsur kerelaan (antaradin
minkum)( Hamzah, A., & Farida, N. 2021), sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 29:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini memberikan legitimasi terhadap akad jual beli berbasis
kesepakatan kedua belah pihak, termasuk jika dilakukan melalui media digital
yang transparan dan disetujui bersama.

Dalam aspek perlindungan konsumen, media sosial memiliki kelemahan dari
sisi legalitas dan verifikasi identitas. Hal ini dapat menimbulkan risiko penipuan,
barang tidak sesuai deskripsi, atau pengembalian barang yang sulit. Oleh karena
itu, sebagian ulama seperti Ali al-Shabuni dan Fathi Yakan menyarankan
penggunaan prinsip sadd al-dzari’ah (menutup celah kerusakan) dalam transaksi
online, yakni dengan memastikan sistem verifikasi, testimoni, atau platform
escrow untuk menjamin keadilan transaksi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam perspektif maqgashid syariah,
jual beli melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk pemeliharaan
harta (hifzh al-mal) dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Selama
transaksi dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak,
maka transaksi tersebut dapat dinilai sah secara syar’i dan bahkan dianjurkan
karena memberikan kemudahan dalam bermuamalah.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli melalui
media sosial dapat dinyatakan sah menurut figih muamalah, dengan catatan
bahwa seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Namun, praktik jual beli
semacam ini juga memerlukan penguatan regulasi dan edukasi konsumen Muslim,
agar transaksi berjalan secara adil, amanah, dan tidak menimbulkan kerugian yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam
pola transaksi ekonomi masyarakat. Media sosial kini tidak hanya digunakan
sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi alat utama dalam kegiatan
perdagangan. Fenomena ini memunculkan bentuk baru jual beli yang disebut jual
beli online berbasis media sosial, yang karakteristiknya berbeda dari jual beli
konvensional. Dalam figih muamalah, perubahan bentuk transaksi tersebut
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menuntut adanya penyesuaian dan reinterpretasi hukum agar tetap relevan dan
aplikatif dalam kehidupan kontemporer.( Saeed, A. 2019)

Dalam figih muamalah, sah tidaknya suatu transaksi sangat bergantung pada
terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yaitu: adanya pelaku (penjual dan
pembeli), objek (barang atau jasa), harga yang jelas, dan ijab gabul sebagai akad.
Dalam konteks jual beli melalui media sosial, meskipun pelakunya tidak bertemu
secara langsung, tetapi keberadaan mereka tetap nyata secara hukum. Interaksi
dilakukan melalui media digital dan disepakati oleh kedua pihak, sehingga unsur
pelaku transaksi dinilai terpenuhi.( Rahman, A., & Sari, R. 2022)

Akad jual beli, yang secara klasik diwujudkan dalam bentuk lisan (ijab dan
gabul), kini dilakukan dalam bentuk tulisan, chat, atau notifikasi digital.
Berdasarkan pendapat para ulama seperti Imam Nawawi, Ibn Qudamah, dan
ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, bentuk ijab qabul melalui tulisan atau
media non-verbal tetap sah selama kedua pihak memahami maksudnya dan
menyetujui transaksi tersebut(Zuhaili, W. 2011). Ini sesuai dengan kaidah al-
‘adah muhakkamah (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum), di mana kebiasaan
masyarakat digital saat ini telah lazim melakukan transaksi melalui tulisan dan
sistem daring.( Aziz, M. 2022)

Objek transaksi (al-ma’qud ‘alayh) juga menjadi aspek penting dalam
analisis figih. Dalam media sosial, objek transaksi umumnya ditampilkan dalam
bentuk gambar, deskripsi, atau video. Meski tidak dilihat secara langsung,
keberadaan deskripsi dan spesifikasi produk dapat memenuhi syarat kejelasan
barang (ma’lum) sebagaimana dituntut oleh figih. Namun, apabila informasi
tersebut bersifat menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka transaksi
tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), bahkan tadlis (penipuan),
dan dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi
informasi menjadi kunci utama dalam menjaga keabsahan jual beli digital
menurut syariat.( Saifuddin, & Febrianti, E. W. 2025).

Harga (tsaman) dalam transaksi digital biasanya telah ditentukan dan
disepakati melalui komunikasi digital. Prinsip fiqgth mengharuskan harga
ditetapkan secara pasti dan tidak menimbulkan perselisihan. Dalam praktik jual
beli di media sosial, meski penjual kerap mencantumkan harga yang dapat
dinegosiasikan, proses kesepakatan harga tetap dapat dicapai sebelum akad
disepakati. Selama harga telah jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka
syarat sah jual beli telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas figih dalam
merespons dinamika ekonomi kontemporer.

Jika dilihat dari aspek perlindungan konsumen, jual beli melalui media
sosial memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal kepercayaan dan
kejelasan identitas penjual. Banyak kasus penipuan atau ketidaksesuaian barang
yang diterima oleh pembeli. Dalam fiqih, hal ini bertentangan dengan prinsip
keadilan dan amanah. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah menjadi
penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli tidak hanya sah secara
formal, tetapi juga memberikan kemaslahatan, melindungi harta (hifzh al-mal),
dan mencegah kerugian (mafsadat).

Dari perspektif hukum Islam kontemporer, sejumlah lembaga fatwa seperti
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ulama-ulama modern telah memberikan
legitimasi terhadap transaksi online selama memenuhi unsur kejelasan akad,
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barang, dan tidak melanggar prinsip syariah. Bahkan, jual beli online dianggap
sebagai inovasi yang memberikan kemudahan (faysir) dan efisiensi dalam
muamalah umat Islam, sesuai dengan semangat Islam sebagai agama yang
memudahkan dan tidak menyulitkan (yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul
‘usra — QS. Al-Baqarah: 185).

Jika dibandingkan dengan jual beli konvensional, jual beli melalui media
sosial menawarkan kemudahan akses dan perluasan pasar. Namun demikian,
praktik ini juga mengandung risiko yang lebih tinggi sehingga memerlukan
kesadaran etis dan hukum dari para pelakunya. Oleh karena itu, edukasi hukum
muamalah kepada masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan
transaksi secara sah, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Secara keseluruhan, jual beli melalui media sosial dapat dikategorikan sah
menurut figih muamalah, asalkan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual
beli yang telah ditetapkan. Namun, dibutuhkan adanya pengawasan moral dan
mekanisme perlindungan agar praktik muamalah digital ini tetap sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Kajian ini menunjukkan bahwa figih muamalah memiliki
fleksibilitas tinggi dalam merespons perubahan sosial dan teknologi tanpa
kehilangan prinsip dasarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap literatur fiqih klasik dan
kontemporer, serta analisis normatif terhadap praktik jual beli melalui media
sosial, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli secara daring melalui platform
media sosial pada dasarnya diperbolehkan (mubah) dalam figih muamalah, selama
memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sebagaimana ditetapkan dalam hukum
Islam.

Rukun jual beli yang mencakup pelaku (penjual dan pembeli), barang
(ma’qud ‘alayh), harga (tsaman), serta akad (ijab dan qabul) tetap relevan dalam
jual beli digital. Bentuk komunikasi akad yang dilakukan melalui teks, gambar,
atau simbol digital dapat dianggap sah, selama ada kesepakatan dan saling ridha
antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip urf shahih (kebiasaan
yang sah) dan kaidah fiqih al-‘adah muhakkamah (kebiasaan dapat dijadikan
dasar hukum).

Jual beli melalui media sosial juga harus memperhatikan prinsip kejelasan
barang dan harga, serta menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis
(penipuan). Ketidaksesuaian barang atau informasi palsu merupakan bentuk
pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan dalam muamalah, yang dapat
menggugurkan keabsahan akad menurut fiqih.

Dari perspektif maqashid syariah, praktik jual beli digital ini dapat menjadi
bagian dari hifzh al-mal (pemeliharaan harta), karena memberikan kemudahan
akses, efisiensi waktu, serta mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Namun
demikian, sistem ini juga harus diiringi dengan perlindungan terhadap konsumen
dan upaya menjaga transparansi dalam setiap transaksi.

Figih muamalah, dengan prinsip fleksibilitas dan kontekstualitasnya, terbukti
mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi, termasuk dalam
mengakomodasi praktik jual beli di media sosial. Oleh karena itu, umat Islam
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tidak perlu ragu untuk melakukan transaksi secara digital, selama berlandaskan
pada prinsip-prinsip syariat yang benar dan adil.

Dengan demikian, diperlukan edukasi figih muamalah kontemporer secara
masif kepada masyarakat Muslim, khususnya pelaku usaha daring, agar aktivitas
jual beli di media sosial tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga
membawa keberkahan dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi digital masa kini.
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